
: Pertanahan

No Kode DSSD Uraian Satuan Definisi Operasional Nilai

1 2 3 4 5 6

1 2.10.000001
Berita Acara Mediasi Penyelesaian Kasus 

Sengketa dan Konflik Tanah Garapan
Dokumen

Naskah dinas yang berisi 

pernyataan dan bersifat 

pengesahan atas kesepakatan 

mediasi penyelesaian kasus 

sengketa dan konflik tanah garapan 

dan ditandatangani oleh perwakilan 

dari para pihak yang hadir

5

2 2.10.000002
Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti 

Kerugian

Berita 

Acara

Naskah dinas yang berisi 

pernyataan dan bersifat 

pengesahan atas kesepakatan 

bentuk ganti kerugian yang 

ditandatangani oleh para pihak 

yang hadir Naskah dinas 

kesepakatan, memuat: a. Pihak yang 

berhak yang hadir atau kuasanya, 

yang setuju beserta bentuk Ganti 

Kerugian yang b. Pihak yang Berhak 

yang hadir atau kuasanya, yang 

tidak dan c. Pihak yang Berhak yang 

tidak hadir dan tidak memberikan 

kuasa

3

3 2.10.000012 Daftar Nominatif Dokumen

Rancangan Keputusan Kepala 

Daerah yang menetapkan daftar 

nominatif

5

4 2.10.000026 Data inventarisasi tanah kosong Dokumen

Data yang di inventarisasi adalah 

alamat lokasi bidang tanah, 

perkiraan luas bidang tanah, dan 

data pemilik bidang tanah.

7

5 2.10.000032 Data sengketa, konflik dan perkara Dokumen

Sengketa : perselisihan pertanahan 

antara orang perseorangan, badan 

hukum, atau lembaga yang tidak 

berdampak luas. Konflik : 

perselisihan pertanahan antara 

orang perseorangan, kelompok, 

golongan, organisasi, badan hukum, 

atau lembaga yang mempunyai 

kecenderungan atau sudah 

berdampak luas Mediasi 

penyelesaian sengketa dan konflik 

disesuaikan dengan jenis kasus 

pertanahan Inventarisasi dan 

mediasi merupakan rangkaian 

upaya penyelesaian sengketa oleh 

pemerintah daerah

17
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6 2.10.000062
Dokumen perencanaan pengadaan 

tanah (DPPT)
Dokumen

Data hasil Inventarisasi Data Lokasi 

Indikatif Pengadaan Tanah. Data 

yang dihimpun merupakan data 

pada Tahap Pra Perencanaan, 

Tahapan Perencanaan dan Tahapan 

Persiapan. Pada Tahap Pra 

Perencanaan didasarkan pada 

dokumen perencanaan dari Instansi 

yang Memerlukan Tanah (RPJMD, 

Renstrada, DIPA, RKPD). Pada Tahap 

Perencanaan didasarkan pada 

Dokumen Studi Kelayakan dan 

Dokumen Perencanaan Pengadaan 

Tanah. Pada Tahap Persiapan 

didasarkan pada Dokumen 

Perencanaan Pengadaan Tanah dan 

Surat Keputusan Penetapan Lokasi

5

7 2.10.000063
Dokumen Rencana Penanganan Dampak 

Sosial Kemasyarakatan
Dokumen

Pelaksanaan koordinasi 

penyelesaian permasalahan ganti 

kerugian dan santunan tanah untuk 

pembangunan oleh Pemerintah 

Daerah

9

8 2.10.000068
Dokumen survei dan pengukuran tanah 

HGU/HGB
Dokumen

Pelaksanaan Survei dan Pengukuran 

Tanah HGU/HGB dan Pembuatan 

Peta Lokasi HGU/HGB

9

9 2.10.000073
Laporan koordinasi dan sinkronisasi 

perencanaan penggunaan tanah
Laporan

Dalam PP 16 Tahun 2004 tentang 

penatagunaan tanah, Penatagunaan 

tanah adalah sama dengan pola 

pengelolaan tata guna tanah yang 

meliputi penguasaan, penggunaan 

dan pemanfaatan tanah yang 

berwujud konsolidasi pemanfaatan 

tanah sebagai satu kesatuan sistem 

untuk kepentingan masyarakat 

secara adil. Dalam UU 23 Tahun 

2014 tentang pemerintahan daerah, 

salah satu kewenangan dibidang 

pertanahan yang diserahkan ke 

daerah adalah perencanaan 

penggunaan tanah.

5

10 2.10.000080 Penetapan nilai oleh tim Penilai Dokumen
Keputusan Kepala Daerah tentang 

Penetapan nilai oleh tim Penilai
5

11 2.10.000082 Peta Bidang Tanah Dokumen Lembaran peta bidang tanah 5



12 2.10.000089

Surat pengaduan (berasal dari 

perorangan/warga, kelompok 

masyarakat, badan hukum, instansi 

pemerintah atau unit teknis 

Kementerian, Kanwil, Kantah)

Dokumen

Sengketa : perselisihan pertanahan 

antara orang perseorangan, badan 

hukum, atau lembaga yang tidak 

berdampak luas. Konflik : 

perselisihan pertanahan antara 

orang perseorangan, kelompok, 

golongan, organisasi, badan hukum, 

atau lembaga yang mempunyai 

kecenderungan atau sudah 

berdampak luas Mediasi 

penyelesaian sengketa dan konflik 

disesuaikan dengan jenis kasus 

pertanahan Inventarisasi dan 

mediasi merupakan rangkaian 

upaya penyelesaian sengketa oleh 

pemerintah daerah

17

13 2.10.000105

Berita Acara Hasil Penyelesaian 

sengketa dan konflik pertanahan dalam 

1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Berita 

Acara

Dokumen resmi yang berisi catatan 

atau laporan singkat tentang suatu 

kejadian, pertemuan, atau proses 

yang telah terjadi dalam 

Penyelesaian sengketa dan konflik 

pertanahan dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota berupa Berita 

Acara.

15

14 2.10.000118
Data Sengketa, Konflik dan Perkara 

dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen

Hasil Inventarisasi dan Penyelesaian 

Sengketa, Konflik, dan Perkara 

Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota berupa Dokumen 

Data.

17

15 2.10.000149 Jumlah NSPK terkait pelepasan Hak Dokumen

hasil Penyusunan peraturan atau 

petunjuk teknis terkait pelepasan 

hak berupa dokumen

2

16 2.10.000169
Jumlah Dokumen Rencana 

Program/Kegiatan Urusan Pertanahan
Dokumen

Hasil Perencanaan 

Program/Kegiatan Urusan 

Pertanahan berupa dokumen

5

17 2.10.000202

Data Rencana Pengadaan Tanah 

berdasarkan Dokumen Perencanaan di 

Wilayah Kabupaten/Kota Yang 

Disediakan

Dokumen

Dokumen Hasil Koordinasi Teknis 

Pengadaan Tanah di Wilayah 

Kabupaten/Kota

5

18 2.10.000203

Dokumen Pemberitahuan, Pendataan 

Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana 

Pembangunan dan Penetapan Lokasi 

Pengadaan Tanah untukKepentingan 

Umum di tingkat kabupaten/kota

Dokumen

Dokumen Hasil Pemberitahuan, 

Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi 

Publik Rencana Pembangunan dan 

Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah 

untukKepentingan Umum di tingkat 

kabupaten/kota

5

19 2.10.000206

Data Rencana Pengadaan Tanah 

berdasarkan Dokumen Perencanaan 

(RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)

Dokumen
Dokumen Hasil Koordinasi Teknis 

Pengadaan Tanah
5

20 2.10.000208

Laporan koordinasi penyelesaian 

permasalahan ganti kerugian dan 

santunan tanah

Laporan

Laporan Hasil Koordinasi 

Penyelesaian Masalah Ganti 

Kerugian dan Santunan Tanah untuk 

Pembangunan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota
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